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Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tidak
lengkap apabila tidak mempunyai keturunan, bagi suami istri yang gagal dalam
memperoleh keturunan anak menempuh jalan pintas dengan cara melakukan
pengangkatan anak. Salah satu syarat melaksanakan pengangkatan anak yaitu akta
kelahiran.

Permasalahan dalam putusan ini adalah terkait pertimbangan hukum
hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti nama akta kelahiran anak
angkat terhadap  Penetapan  Pengadilan  Negeri = Kebumen — Nomor
28/Pdt.P/2019/PN.Kbm. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi
kepustakaan dengan inventasrisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk
teks naratif dan normatif kualitatif. Permohonan penetapan ganti nama akta
kelahiran anak angkat dalam kasus ini dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penetapan Ganti
Nama Akta kelahiran Anak Angkat (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan
Negeri Kebumen Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Kbm) dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pengadilan Negeri Kebumen berwenang menetapkan permohonan tersebut
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Hakim dalam mengabulkan permohonan ganti nama akta kelahiran
anak angkat mendasarkan pada Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
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Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that
marriage aims to establish a happy and eternal family founded on the Belief in
God Almighty. The purpose of marriage is incomplete if there is no offspring,
child adoption provides an alternative for married women and their spouse. One
of the requirements in order to adopt a child is a birth certificate.

The matter of the decision is related to the legal consideration of the judge
in granting the request for a name change of the adopted child on the birth
certificate in the Kebumen District Court Decision Number 28 / Pdt.P / 2019 /
PN.Kbm. The method used in this research is normative juridical, analytical
prescriptive research specifications, library study data collection techniques with
inventory, in the form of normative qualitative and narrative text. In this case, the
judge granted the request for a name change of the adopted child's birth
certificate.

Based on the results of research and discussion regarding the
Determination of the Change of Name for the Birth Certificate of Adopted
Children (Juridical Review of the Determination of the Kebumen District Court
Number 28 / Pdt.P / 2019 / PN.Kbm) it can be concluded that the Kebumen
District Court has the authority to determine the application based on Article 10
of Law Number 14 of 1970 concerning Judicial *Authority*. Based on Article 52
paragraph 1 and 2 of Law Number 23 of 2006 concerning Population
Administration, the Judge may granting the application for a name change for the
adopted child's birth.
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